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ABSTRAK

PENERAPAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Siti Rahma

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki Program Jaminan Hari Tua
(JHT) yang bermanfaat untuk menjamin pekerja untuk menerima uang tunai ketika
memasuki masa pensiun, mengalami cacat total dan meninggal dunia. Akan tetapi,
pada penerapannya meskipun mengalami kondisi tersebut, pencairan JHT terdapat
kendala ketika akan mencairkan uang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui penerapan program JHT dan faktor penghambat dalam menerapkan
program JHT tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.
Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum seperti
teori hukum, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian. Sedangkan, Yuridis Empiris dilakukan dengan wawancara.
Analisis yang digunakan adalah Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Penerapan JHT telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua. Pada Pasal 22 JHT dinyatakan bahwa JHT dapat
dicairkan ketika memenuhi persyaratan dengan masa kepesertaan minimal 10
tahun. Namun kenyataannya hal tersebut menuai pro kontra karena JHT baru dapat
dicairkan ketika usia 56 tahun. Sehingga, hal ini dapat merugikan peserta JHT
yang belum berusia 56 tahun, Tetapi perlu mencacirkan dana segera. (2) Faktor-
faktor yang menghambat Penerapan JHT adalah Kendala administratif dalam
proses pendaftaran dan kesadaran pengetahuan masyarakat mengenai JHT. Oleh
karena itu, hendaknya BPJS memperbaiki sistem JHT dan melakukan sosialisasi
untuk mengatasi minimnya infromasi terkait pencairan JHT.

Kata Kunci: Program Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan, Kota
Bandar Lampung.



ABSTRACT

APPLICATION OF THE GARANTIE PROGRAM OF THE OLD DAY
THROUGH THE PROVISION OF THE SOCIAL GARANTY OF WORK
IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

SITI RAHMA

The Social Security Organizing Agency (BPJS) has an Old Age Insurance
Program (JHT) which is useful for guaranteeing workers to receive cash when
entering retirement, experiencing total disability and death. However, in its
application despite experiencing these conditions, JHT disbursement has obstacles
when disbursing the money. The purpose of this study is to determine the
application of the JHT program and the inhibiting factors in implementing the JHT
program.

This research is a type of Normative Juridical and Empirical Juridical research.
Normative Juridical research is carried out based on legal materials such as legal
theory, legal principles and legislation related to research. Meanwhile, Empirical
Juridical is conducted by interview. The analysis used is Qualitative.

The results of this research show: (1) The implementation of JHT has been
implemented in accordance with Government Regulation Number 46 of 2015
concerning the Implementation of the Old Age Security Program. Article 22 states
that JHT can be withdrawn when fulfilling the requirements with a minimum
participation period of 10 years. However, in reality, this has generated pros and
cons because JHT can only be cashed out at the age of 56. So, this can be
detrimental to JHT participants who are not yet 56 years old, but need to withdraw
funds immediately. (2) Factors that hinder the implementation of JHT are
administrative constraints in the registration process and awareness of public
knowledge about JHT. Therefore, BPJS should improve the JHT system and
conduct socialisation to overcome the lack of information related to JHT
disbursement.

Keywords: Old Age Security Program, BPJS Employment, Bandar Lampung
City.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat.
Kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan yang adil dan merata serta
menjangkau semua orang dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Kesejahteraan
tersebut merupakan salah satu tujuan dalam bidang ketenagakerjaan karena
berkaitan dengan kebutuhan seluruh kehidupan manusia. Pelaksanaan
kesejahteraan pekerja juga tertuang dalam Pasal Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,
serta Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Perubahan era globalisasi dan perubahan dinamis dalam dunia kerja, penting bagi
pekerja untuk memiliki perlindungan sosial yang memadai. Pemberian
perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang
hukum ketenagakerjaan, yaitu: bidang pengerahan/penempatan tenaga Kkerja,
bidang hubungan kerja, bidang kesehatan kerja, bidang keamanan kerja, bidang
jaminan sosial.! Berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional
terdapat 5 Jaminan Sosial, yaitu: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Sosial.

Y Iman Soepomo, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, him. 9.



Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, hal
tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (UU SJSN), Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan
menanggulangi setiap risiko kehidupan masyarakat tersebut pemerintah membantu
masyarakat dengan mengeluarkan salah satu program yaitu jaminan sosial. Sistem
Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial
oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (UU BPJS), jaminan sosial adalah program pemerintah yang
bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat, dan untuk mencapai tujuan sistem jaminan sosial nasional. Penyelenggara
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

sosial.

Jaminan Sosial ketenagakerjaan berhubungan erat dengan Sistem ketenagakerjaan.
Sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam Pasal 99 menyebutkan bahwa
“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
ketenagakerjaan”. Berdasarkan Pasal 2 UU BPJS, BPJS menyelenggarakan
jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 4, BPJS
menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotong royongan,
nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanah dan hasil pengelolaan. Dana Jaminan Sosial
digunakan hanya untuk mengembangkan program dan memaksimalkan manfaat
peserta. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,
sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung merupakan kantor cabang untuk
kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. BPJS Ketenagakerjaan
merupakan bentuk perlindungan sosial ekonomi bagi para pekerja, BPJS

Ketenagakerjaan memiliki manfaat untuk pesertanya seperti JHT. JHT adalah



manfaat bagi para pekerja dalam bentuk uang tunai, uang tersebut akan cair pada
usia pekerja mencapai 56 tahun, terjadinya kematian, ataupun terjadinya cacat total
yang bersifat permanen. Besarnya jumlah iuran Jaminan Hari Tua yang akan
didapatkan yaitu sebesar 5,7 Persen dimana pembagian tesebut 2 persennya dari

pekerja dan 3,7 pesennya dari pihak pemberi kerja.?

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang ditetapkan pada 2 Februari 2022
Hal ini menuai kontroversi dikarenakan dapat merugikan pihak buruh.
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Permenaker No. 2 Tahun 2022,
“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Passal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima
puluh enam) tahun.” Sebelumnya Pasal 2 disebutkan, manfaat JHT dapat diberikan

kepada Peserta jika:

a. Mencapai Usia Pensiun;
b. Mengalami cacat total tetap, dan

c. Meninggal dunia.

Pasal- Pasal tersebut menuai kontroversi karena para peserta BPJS
Ketenagakerjaan menanggap hal tersebut tidak adil karena para peserta
berpendapat bahwa belum tentu seseorang akan menjadi pekerja sampai dengan
usia 56 tahun, bisa jadi akan memutuskan pensiun dini dengan berbagai alasan dan
dana JHT akan digunakan sebagai modal untuk kehidupan pascabekerja. Pada
kenyataannya dalam Permenaker tersebut, JHT dapat diberikan pada usia 56 tahun
bagi peserta yang berhenti bekerja yang meliputi mengundurkan diri, di PHK dan
pekerja asing yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, sebagaimana
diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai c. dan Peserta program
JHT tetap berhak mendapat haknya Sebagian dengan syarat tertentu sebelum

memasuki usia pensiun. Salah satunya, Peserta harus berstatus sudah menjadi

2 Pangestu Pratama, W. (2022, Februari 14). Cara Menghitung luran. Diakses dari
https://finansial.bisnis.com/read/20220214/215/1500333/jangan-salah-ini-cara-menghitung-iuran-
jht-sesuai-penghasilan.


https://finansial.bisnis.com/read/20220214/215/1500333/jangan-salah-ini-cara-menghitung-iuran-jht-sesuai-penghasilan
https://finansial.bisnis.com/read/20220214/215/1500333/jangan-salah-ini-cara-menghitung-iuran-jht-sesuai-penghasilan

peserta jaminan sosial minimal 10 tahun. Kemudian nilai JHT yang dapat

diberikan yaitu 30% untuk perumahan, atau 10% untuk keperluan lainnya.®

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Provinsi Lampung memiliki jumlah
pekerja yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh pekerja di Lampung
pada Tahun 2021 sebanyak 4,49 juta orang, hal tersebut naik sebanyak 5,3 ribu
orang dari Agustus 2020. Kemudian Jumlah Pekerja di Provinsi Lampung pada
Agustus 2022 sebanyak 4.595,9 ribu orang, naik 101,0 ribu orang dibanding
Agustus 2021. Kemudian pada Februari 2023 jumlah Pekerja di Provinsi Lampung
berjumlah 5.003,1 ribu orang, naik 32,1 orang dibanding tahun 2022.* Para pekerja
membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang dapat memberikan keamanan
finansial saat mereka memasuki masa pensiun. Menurut Kementerian
Ketenagakerjaan, pencairan JHT dapat diklaim dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dapat mencairkan maksimal 10 persen dari total saldo sebagai persiapan
usia pensiun.
b. Dapat mencairkan maksimal 30 persen dari total saldo untuk uang
perumahan
c. Pengambilan sebagian tersebut dapat dicairkan ketika masih bekerja

dengan perusahaan.

Selain itu, Untuk pekerja yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dapat mengklaim Jaminan Hari Tua,® Apabila pekerja tersebut meninggal dunia,
Maka Ahli waris yang berhak atas JHT tersebut adalah : Janda atau Duda, Anak,
Orang tua, Saudara Kandung, Mertua dan Pihak yang ditunjuk dalam Wasiat.
Apabila tidak terdapat Ahli waris maka Jaminan Hari Tua dikembalikan ke Balai

Harta Peninggalan.

Penerapan Program JHT di Kota Bandar Lampung melalui BPJS Ketenagakerjaan

bertujuan memberikan akses yang mudah dan efektif untuk mendaftar dan

% Lalu Rahadian, “ Bukan JHT, Ini Didapat Pekerja Bila Kena PHK Sebelum 56 Tahun”
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20220212132231-4-314919/bukan-jht-ini-didapat-pekerja-
bila-kena-phk-sebelum-56-tahun) diakses pada 03 November 2023.

4 Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari https://lampung.bps.go.id/, diakses pada 29 Oktober 2023
pada jam 20.15 WIB.

5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, https://ppid.semarangkota.go.id/kb/perbedaan-
jaminan-hari-tua-jht-dan-jaminan-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan/ diakses pada tanggal 08 Juni
2023.


https://www.cnbcindonesia.com/news/20220212132231-4-314919/bukan-jht-ini-didapat-pekerja-bila-kena-phk-sebelum-56-tahun
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220212132231-4-314919/bukan-jht-ini-didapat-pekerja-bila-kena-phk-sebelum-56-tahun
https://lampung.bps.go.id/
https://ppid.semarangkota.go.id/kb/perbedaan-jaminan-hari-tua-jht-dan-jaminan-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan/
https://ppid.semarangkota.go.id/kb/perbedaan-jaminan-hari-tua-jht-dan-jaminan-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan/

berpartisipasi dalam program tersebut. Namun, meskipun pentingnya program
JHT dan keberadaan BPJSTK di Kota Bandar Lampung, masih terdapat
permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih
dalam mengenai penerapan program JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kota

Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan dua pokok

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Program Jaminan Hari tua melalui Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung?

2. Apa faktor penghambat Penerapan Program Jaminan Hari Tua melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bandar

Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang
lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah
Hukum Administrasi Negara khususnya tentang Hukum Ketenagakerjaan
mengenai Penerapan Program JHT sebagai perlindungan pekerja di bidang
Jaminan Sosial pada tahun 2021-2023.

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Program Jaminan Hari Tua
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota
Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui hambatan Penerapan Program Jaminan Hari Tua
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota

Bandar Lampung.



1.5 Kegunaan Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan

praktis yaitu :
1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu

Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan Hukum Ketenagakerjaan.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

a. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan
menyumbangkan gagasan pemikiran dan juga salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi strata pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi masukan/ sumbangan
pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam Penerapan Program
Jaminan Hari Tua melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketenagakerjaan
2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan

Ditinjau dari arti istilah Hukum Ketenagakerjaan terdiri dari dua kata yaitu
Hukum dan Ketenagakerjaan. Hukum dan Ketenagakerjaan merupakan dua
konsep hukum. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari
hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah Batasan tentang suatu istilah
tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan Batasan maknanya setajam dan sejelas
mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Dengan diundangkannya Undang-
Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan istilah Hukum Perburuhan semakin
mengurang. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa penggunaan

istilah pekerja selalu disertai dengan istilah buruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan,
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah
hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan
bahwa Pekerja/Buruh, yaitu “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain”, Hukum Ketenagakerjaan pada mulanya disebut
dengan hukum perburuhan. Setelah kemerdekaan, ketenagakerjaan di Indonesia
diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang
Peraturan-Peraturan Pokok Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa pendapat tentang

pengertian Hukum Ketenagakerjaan menurut beberapa ahli :°

® Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Semarang: Perpustakaan Universitas
Semarang: 2008), hal. 1.



1) Molenaar, memberikan Batasan pengertian dari hukum ketenagakerjaan
adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur
hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan
antara buruh dengan penguasa.

2) Mr. MG Levenbach, hukum ketenagakerjaan sebagai sesuatu yang meliputi
hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu
dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang
langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.

3) Imam Soepomo, Hukum Ketenagakerjaan adalah suatu himpunan
peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan
kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima

upah.
Pengertian hukum perburuhan mengandung tiga unsur, yaitu :

1) Adanya peraturan
2) Bekerja pada orang lain,dan
3) Upah.

Pengertian hukum perburuhan menurut Molenaar, Mr. MG Levenbach, dan
Imam Soepomo, ketiganya mengartikan hukum yang mengatur hubungan kerja
antara buruh dan majikan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum
ketenagakerjaan mencakup bidang hukum kepegawaian (hukum yang mengatur
tentang hubungan antara negara dengan pegawai/pegawai negeri) dan bidang

hukum Per buruhan (mengatur hubungan antara buruh dan majikan).

2.1.2 Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan,
Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau
produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan masyarakat.’

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

7 Fandi, Pengertian Tenaga Kerja dan Unsur Penting di Dalamnya, diakses dari
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja, pada tanggal 06 April 2023, pukul
11.40.



Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Secara garis besar, penduduk negara Indonesia terbagi menjadi dua
kelompok, yaitu pekerja dan bukan pekerja. Penduduk dapat dikatakan sebagai
tenaga kerja apabila penduduk tersebut telah memasuki batas usia kerja. Batas usia
kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh
karena itu, setiap orang yang mampu bekerja dapat dapat dikatakan sebagai tenaga
kerja. Tetapi, terdapat beberapa pendapat mengenai usia dari para pekerja, ada
yang mengatakan diatas 18 tahun dan ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun,
bahkan ada yang menyebutkan diatas 7 tahun karena anak-anak jalanan yang

bekerja sudah termasuk tenaga kerja.

Pengertian lain tenaga kerja dalam Pasal 1 Undang-Undang
Ketenagakerjaan ayat (2) “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, Tenaga Kerja
merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena manusialah (tenaga
kerja) yang mampu menggerakan faktor-fakktor produksi yang lain untuk
menghasilkan suatu barang. Dengan kata lain tenaga kerja merupakan salah satu
faktor produksi yang harus ada dalam suatu proses produksi, Di Indonesia Tenaga
kerja perlu dibenahi karena terdapat sikap mental yang tidak mendukung
produktivitas, yaitu: kurang disiplin, kurang kreatif, kurang inovatif, kurang

motivasi, kurang dinamis dalam bekerja.

Menurut Dr. Payaman yang dikutip oleh A. Hamzah mengemukakan
bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang sudah atau sedang bekerja. Atau
sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti
bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua, yaitu
Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja: Angkatan kerja (labour force) terdiri
atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja

sedangkan Kelompok yang bukan Angkatan kerja terdiri atas golongan yang
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bersekolah,golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau

menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan.®

Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di
luar hubugan Kkerja guna menghasilkan barang dan saja untuk memenubhi

kebutuhan masyarakat.®
Imam Supomo mengemukakan tenaga kerja adalah:

1) Tenaga Kerja bekerja kepada penyedia pekerja
2) Penyedia pekerjaan membayar upah
3) Dengan sah timbul perjanjian tenaga kerja dan penyedia kerja baik selama

jangka waktu yang telah disepakati®

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima gaji atau
imbalan lain. Pekerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu Pekerja formal dan
informal. Pekerja formal adalah pekerja yang bekerja di suatu perusahaan dengan
cara yang melindunginya dari negara dan biasanya dikenakan pajak tertentu,
sedangkan pekerja Informal adalah Pekerjaan yang tidak terkait dengan struktur
organisasi perusahaan, terlepas dari apakah mereka berpenghasilan tetap atau
tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja memperoleh hak yang

sama dalam perlakuan tanpa adanya diskriminasi.

Adapun hak-hak pekerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan, yaitu :

1. hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak;
2. hak atas jaminan sosial;
3. hak untuk bebas memilih dan mengubah pekerjaan sesuai dengan bakat dan

kemampuan;

8 Bitar, “ Tenaga Kerja” Tenaga Kerja : Pengertian, Definisi, Jenis, Kebijakan,Faktor
(gurupendidikan.co.id)” (Diakses pada 17 Juni 2023)

° Djumialdjo, FX, 2006 Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, Hal.5

10 Eko Wahyudi dkk, 2016, Hukum ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.2


https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tenaga-kerja/#:~:text=Menurut%20Dr.%20Payaman%20dikutip%20A.Hamzah%20%281990%29%20menyatakan%20bahwa,mencari%20pekerjaan%2C%20serta%20yang%20sedang%20melaksanakan%20pekerjaan%20lain.
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tenaga-kerja/#:~:text=Menurut%20Dr.%20Payaman%20dikutip%20A.Hamzah%20%281990%29%20menyatakan%20bahwa,mencari%20pekerjaan%2C%20serta%20yang%20sedang%20melaksanakan%20pekerjaan%20lain.
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4. hak atas kebebasan dan pengembangan kompetensi profesional untuk
memperoleh dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;

5. hak atas keamanan, kesehatan dan pengobatan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moralitas agama;

6. hak untuk memiliki, membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja;

7. hak cuti tahunan;

8. hak atas gaji penuh untuk masa istirahat tahunan;

9

Hak atas pensiun tahunan

Selain hak, pekerja juga memiliki kewajiban apa yang harus dilakukan dengan
perusahaan. Tugas pekerja yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Harus melakukan presentasi;
Aturan perusahaan harus diikuti;
Wajib memenuhi kontrak kerja;

Harus mematuhi peraturan pemberi kerja;

o ~ w0 DD

Semua kewajiban harus dipenuhi sebelum memberikan persetujuan jika
ada pengaduan yang belum terselesaikan.
6. Wajib menerapkan dan mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) yang berlaku di tempat kerja masing-masing.

2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2.2.1 Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Istilah JAMSOSTEK atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berasal dari bahasa
Inggris yaitu : “Social Security”. Istilah ini digunakan di Amerika Serikat dan
International Organization (ILO). Menurut perumusan dari ILO, “Social Security”
pada prinsipnya adalah “Sistem perlindungan yang diberikan oleh masyrakat untuk
para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi
atau sosial yang dapat berkurangnya penghasilan”.!* Jaminan sosial
ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang

11 Agus Mulya Karsona, Pelaksanaan Jaminan Sosial dibidang Ketenagakerjaan Sebelum dan
Sesudah berlakunya UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tesis, Program
Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 1995,him.65
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atas berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan

meninggal dunia.

Dalam pengertiannya Jaminan Sosial dapat diartikan secara luas maupun
secara sempit, dalam pengertian luas jaminan sosial meliputi berbagai usaha yang
dapat dilakukan oleh masyrakat dan/atau pemerintah. Oleh Sentanoe Kertonegoro

kegiatan usaha tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam usaha, yaitu :

1) Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan yaitu usaha-
usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan,
bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam Pelayanan
Sosial.

2) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan
untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai
ketunaan yang dapat disebut sebagai Bantuan Sosial.

3) Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi,
perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan
sebagai Sarana Sosial.

4) Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus
ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga
pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis,
digolongkan dalam Asuransi Sosial.

Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka pengertian jaminan
sosial secara luas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (4) sebagai
berikut :

“Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem
perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf

kesejahteraan sosial.”
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Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 1 angka 1

menyatakan bahwa jaminan sosial adalah:?

“suatu bentuk perlindungan sosial unyuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Berhubungan dengan masalah hubungan kerja, jaminan sosial bagi
pekerja/buruh dapat diartikan secara sempit yang ditemukan dalam berbagai
kepustakaan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan. Pengertian jaminan
sosial yang ditemui dalam buku Iman Soepomo yang merumuskan bahwa
“Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh
diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaaannya, jadi menjamin kepastian
pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilanhan upahnya karena alasan
diluar kehendaknya.”, Oleh karena itu, dalam Pedoman Pelaksanaan Hubunhan
Industrial Pancasila (HIP), dirumuskan pengertian jaminan sosial secara luas
sebagai berikut “Jaminan sosial adalah jaminan kemungkinan hilangnya
pendapatan pekerja sebagian atau seluruhnya atau bertambahnya pengeluaran

risiko sakit, kecelakaan, meninggal dunia, atau risiko sosial lainnya.”

Selanjutnya pengertian jaminan sosial dalam Pasal 1 ke-1 UU Nomor 3

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dirumuskan sebagai berikut :

“Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal
dunia.” Menurut Harun Al Rasyid, Jaminan sosial merupakan perlindungan
kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk

menjaga dan meingkatkan taraf hidup rakyat.™

12 |_ampiran Penjelasan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
13 Harun Al-Rasyld, Program Jamsostek Sebagai Suatu Usaha Penangguiangan Kemiskinan di
Indonesia,[PT Intermasa, Jakarta, 1980),him.12.
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2.2.2 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan layanan
berupa jaminan sosial serta perlindungan yang diberikan kepada semua tenaga
kerja yang ada di Indonesia sampai pensiun. BPJS menyelenggarakan jaminan
sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam
bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu Bernama BPJS
(Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS
Ketengakerjaan sebelumnya Bernama BPJS (jaminan sosial tenaga kerja) yang
dikelola oleh BPJS (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS,
BPJS berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 januari 2014.

Sebagaimana disebutkan juga pada Pasal 6 Undang-Undang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ktenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program
jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4
program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan
jaminan hari tua. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Ketenagakerjaan
merubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

menambah jenis program jaminan sosial menjadi:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja : Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan
kerja yang terjadi selama bekerja, Jika seorang pekerja mengalami
kecelakaan yang mengakibatkan cidera atau kehilangan kemampuan
bekerja, jaminan ini dapat memberikan kompensasi berupa biaya
pengobatan, santunan cacat, atau santunan kematian kepada keluarga
korban.

2) Jaminan Hari Tua : Program yang memberikan jaminan finansial kepada
pekerja setelah mencapai usia pensiun,

3) Jaminan Pensiun : Jaminan ini memberikan tunjangan kepada pekerja

setelah pensiun.
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4) Jaminan Kematian : Memberikan perlindungan kepada ahli waris yang
meninggal dunia.

5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan : Memberikan perlindungan finansial
kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa disengaja.

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan
kewajiban Negara- Untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada

masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.

Program BPJS ketenagakerjaan diperuntukan bagi pekerja formal yang
disebut sebagai peserta Penerima Upah dan Informal (selain penyelenggara
negara) yang disebut juga peserta Bukan Penerima Upah. Kepesertaan dalam
jaminan hari tua bersifat wajib dan mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti
jaminan sosial yang berlangsung secara bertahap. Keanggotaan terdiri dari
penerima gaji (formal) dan non penerima gaji (informal). Partisipasi juga
diperlukan untuk karyawan outsourcing dan pekerja kontrak. Perusahaan yang
mempekerjakan karyawannya sebagai tenaga lepas (outsourcing) tetap harus
mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan (UU). Undang- Undang
Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Kewenangan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bagi perusahaan yang Tidak mendaftarkan
pekerja akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan
penolakan pelayanan publik.

Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Daftar melalui perusahaan. Jika
pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, ia dapat dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis jika ia tidak ikut serta dalam jaminan sosial,
Denda dan tidak ada pelayanan publik karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa
bersifat wajib. Jika perusahaan lalai, karyawan dapat melaporkan dengan
menyusun: Kontrak kerja atau bukti lain sebagai pegawai, KTP dan KK. Nomor
peserta akan diberikan 1 hari setelah menerima dokumen pendaftaran lengkap dan
pembayaran penuh biaya partisipasi pertama. Kartu akan diterbitkan selambat-
lambatnya 7 hari setelah menerima dokumen pendaftaran lengkap dan pembayaran
penuh pembayaran pertama. Partisipasi dihitung dari indikasi nomor keanggotaan.
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Jika seorang pekerja berganti perusahaan, mereka harus terus berpartisipasi dengan
memberi tahu perusahaan baru tentang keanggotaan lama mereka. Jika ada
perubahan informasi, perusahaan harus menyampaikannya kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari setelah perubahan.*

2.2.3 Landasan Hukum Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor, untuk
mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional perlu dibentuk Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS. Pada pasal 2 Undang-Undang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial
nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak”. 1°

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga

menjelaskan sistem jaminan sosial nasional meliputi 3 poin yaitu :

1. Setiap orang berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak dan meningkatkan harkat dan martabatnya guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

2. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara telah
membentuk sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tentang sistem jaminan

sosial nasional.

14 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua- (JHT).html di
akses tanggal 15 April 2016 pukul 19.45
15 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 2 Ayat (1).
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2.3 Jaminan Hari Tua
2.3.1 Pengertian Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua merupakan salah satu program dari jaminan sosial. Program
tersebut dtiatur pada akhir Juni lalu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46
Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan pemerintah tersebut
dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan pasal 38 ayat
(3) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Hari Tua yang
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial atau
Tabungan Wajib merupakan salah satu pendekatan dalam penyediaan jaminan hari
tua di beberapa negara, terutama Indonesia. Program jaminan hari tua yang
mencakup seluruh penduduk di seluruh wilayah negara tersebut bertujuan untuk
memberikan perlindungan keuangan bagi pesertanya saat memasuki masa pensiun,
mengalami cacat total, atau meninggal dunia.’® Program Jaminan Hari Tua yang
diselenggarakan secara nasional didasarkan pada kontribusi wajib dari pekerja
aktif dan/atau pemberi kerja. Kontribusi tersebut dapat dipotong dari pendapatan
bulanan pekerja atau diberikan oleh pemberi pekerja sebagai tunjangan. Program
Jaminan Hari Tua diselenggarkan dengan tujuan menyediakan perlindungan sosial
yang luas dan merata kepada masyarakat. Dalam penerapan Jaminan Hari Tua
terdapat kriteria orang tua yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang
sebagai peserta atau penerima manfaat dari program tersebut. Berikut adalah

beberapa kriteria yang sering digunakan dalam Jaminan Hari Tua :

a. Usia adalah salah satu faktor dalam Jaminan Hari Tua, Peserta program
pensiun biasanya harus mencapai usia pensiun yang ditetapkan untuk
memenuhi syarat. Misalnya 60 Tahun, 65 Tahun atau usia sesuai dengan
aturan yang berlaku.

b. Kontribusi Pekerjaan yang dimaksud adalah memilikii sejumlah tahun
bekerja yang telah ditentukam atau mencapai ambang batas pendapatan
selama masa kerja.

c. Program pensiun sering kali memiliki persyaratan waktu keanggotaan di

mana peserta harus menjadi anggota program untuk jangka waktu tertentu

16 Daniel Perwira,., Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial “Pengalaman
Indonesia, Kertas Kerja”, (Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU, 2003)
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sebelum mereka memenuhi syarat untuk menerima manfaat Jaminan Hari

Tua.

Sehubungan dengan Pasal 35 ayat (2) Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Jaminan Hari Tua adalah program yang menjamin peserta menerima uang jika
pensiun, cacat tetap total atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diselenggarakan
di tingkat nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau simpanan wajib.
Mewujudkan Ketahanan Nasional Masa Tua termasuk seluruh penduduk di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan hari tua adalah
program manfaat yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap risiko
yang terkait dengan hari tua, di mana produktivitas peserta menurun. Jaminan hari
tua adalah sistem tabungan hari tua jumlahnya merupakan akumulasi iuran

ditambah hasil pengembangannya

Jaminan hari tua adalah jaminan yang melindungi pekerja terhadap resiko
yang timbul di hari tua, ketika produktivitas tenaga kerja menurun. Asuransi hari
tua adalah skema pensiun yang jumlahnya terdiri dari akumulasi pembayaran dan
hasil pengembangannya. Jaminan hari tua adalah penghasilan yang langsung
dibayarkan kepada ahli waris jaminan sosial tenaga kerja dalam jangka waktu
tertentu atau dalam keadaan tertentu lainnya. Setiap Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam
program Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam
program Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Dasar Hukum Jaminan Hari Tua

Dasar Hukum tentang Jaminan Hari Tua terdapat dalam Undang- Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan. Undang-Undang ketenagakerjaan
tersebut mengatur terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial bagi para
pekerja. Beberapa pasal yang terkait dengan Jaminan Hari Tua dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut :
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1. Pasal 1 angka 26 : Mendefinisikan jaminan hari tua merupakan hak
pekerja/buruh yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai bentuk
perlindungan ekonomi ketika pensiun.

2. Pasal 14 : Menyatakan Pekerja/buruh yang telah bekerja minimal 10 tahun
berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua.

3. Pasal 19 : Jaminan Hari Tua dapat diberikan dalam bentuk program
Tabungan atau Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

Aturan pokok mengenai Jaminan Hari Tua diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraa Program Jaminan Hari Tua, Berdasarkan
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015, yang dimaksud dengan
Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat
peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total
tetap.!” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015.

7 Blog Resmi BPJS Ketenagakerjaan , Jaminan Hari Tua dalam http://www.bpjsketenaga
kerjaan.go.id , Di akses Tanggal 08 Juni 2023.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif dan Yuridis

Empiris. Jenis Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan berdasarkan bahan
hukum seperti teori hukum, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian. Sedangkan Yuridis Empiris adalah jenis
penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian
dengan maksud memperoleh kejelasan dan pemahaman guna mengetahui apakah
Penerapan Program Jaminan Hari Tua malalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial berjalan dengan baik atau tidak. serta melakukan wawancara dengan kepada

informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan di atas.

3.2 Sumber Data
3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah penelitian yang dapat dilakukan dengan metode
wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini hasil studi lapangan yang
dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman tentang pokok permasalahan yang dibahas. Dalam
melakukan penelitian ini, untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan
wawancara dengan Ibu Dwi Misgi Destika selaku Penata Madya Pelayanan di
Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan Kota Bandar

Lampung.
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3.2.2 Sumber Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat
secara yuridis dan memiliki otoritas tinggi. Bahan-bahan primer terdiri dari
perundang-undangan, dokumen hukum, perbuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. Adapun yang peneliti gunakan adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyeleenggaraan
Jaminan Sosial

5. Undang- Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua

7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara

dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan
yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin,
teori yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai
buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa tulisan non hukum
yang berkaitan dengan skripsi berupa kamus KBBI, artikel, majalah, surat kabar

atau internet.



22

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian dengan tujuan
memeroleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Untuk

memeroleh data dalam penelitian Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:
1. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang
tidak dipublikasikan secara umum tetapi diperbolehkan diketahui pihak-pihak
terntentu seperti peneliti hukum, pengajar hukum, praktisi hukum dalam
rangka kajian hukum, pengembangan hukum.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian
kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaaan serta
melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah

pengolahan data, Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

1. Pemeriksaan Data, yaitu data yang terkumpul diperiksa pembenarannya
apakah data yang terkumpul melalui studi Pustaka, dokumen, wawancara
sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok
yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar
diperlukan dan akuran untuk kepentingan penelitian, dengan tujuan untuk
menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekontruksi serta analisis
data.

3. Penyusunan/sistemasi data, yaitu Penempatan data secara sistematis data

yang sudah di edit agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada
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subpokok bahasan yang sesuai sistematika yang ditetapkan untuk

mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Data yang telah dikumpukan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data
kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang
akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif juga
menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang
tindih. dan efektif sehingga memudahkan intepretasi data dan pemahaman hasil
analisis. Setelah itu, ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas

mengenai jawaban dari permasalahan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
dapat menyimpulkan bahwa:
Penerapan pelaksanaan Program JHT BPJS Ketenagakerjaan dapat dinilai
dari beberapa aspek yang mencakup keberhasilan dalam mencapai tujuan
program, partisipasi peserta, tingkat pelayanan, keberlanjutan program,
dan manfaat yang diberikan kepada peserta. karena banyak pekerja yang
terkena PHK oleh perusahaan sehingga mereka terancam kehilangan
pekerjaan. Oleh karena itu, banyak peserta program JHT BPJS
Ketenagakerjaan memilih untuk mencairkan dana jaminan hari tua peserta
sebagai dana darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga
kelangsungan hidup peserta. Penerapan program pencairan JHT dapat
dicairkan ketika memenuhi persyaratan dengan masa kepesertaan minimal
10 tahun. Namun, kenyataannya hal tersebut menuai pro kontra karena
JHT baru dapat dicairkan ketika usia 56 tahun. Sehingga, hal ini dapat
merugikan peserta JHT yang belum berusia 56 tahun. Adapun, Peserta
yang tidak dapat dicairkan karena ketidaklengkapan dokumen atau data
peserta yang tidak valid. Hal ini menunjukan bahwa terdapat tantangan
adminstratif yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektifitas program
ini. Masalah ketidaklengkapan dokumen dan data yang tidak valid dapat
menghambat proses pencairan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi
peserta yang membutuhkan dana tersebut.

2. Faktor penghambat dalam menerapkan program JHT adalah

ketidakvalidan data yang dimiliki oleh peserta. Data yang tidak valid dan
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ketidaklengkapan dokumen menjadi kendala utama dalam proses
pencairan manfaat. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam
pencairan dan bahkan penolakan permohonan pencairan. Selain
ketidakvalidan data, minimnya informasi juga menjadi penghambat seperti
informasi mengenai prosedur pencairan jaminan hari tua. Peserta sering
kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana cara
melakukan pencairan, persyaratan yang diperlukan, dan langkah-langkah
yang harus diambil. Kekurangan informasi ini dapat mengarah pada
ketidakpastian dan kebingungan.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya program jaminan hari tua
sebagai instrument yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan finansial
peserta di masa pensiun. Dalam menerapkan program ini perlu adanya
perbaikan dan pemahaman yang lebih baik untuk memastikan bahwa
peserta dapat dengan mudah mengakses mafaat mereka dan merasa aman
di masa pensiun mereka. Dengan demikian, program jaminan hari tua
dapat berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan
memastikan masa pensiun yang layak bagi pekerja di Kota Bandar
Lampung.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan, pada

dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan

apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat

untuk penerapan program JHT. Adapun saran yang penulis berikan adalah
sebagai berikut :

1. Penerapan Program JHT terdapat faktor penghambat yaitu ketidakvalidan
data yang dimilki oleh peserta. Oleh karena itu,BPJS Ketenagakerjaan
dapat memperbarui sistem JHT sehingga data yang terdaftar di BPJS sama
dengan yang dimiliki oleh peserta.

2. BPJS juga seharusnya melakukan Sosialisasi terhadap pencairan JHT
tersebut untuk mengatasi permasalahan minimnya infromasi terkait

pencairan JHT.
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